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1.1 Latar Belakang 
Kesehatan adalah keadaan sejahtera dari jasmani, rohani dan sosial sehingga 
bisa menjalankan kehidupan sehari-hari (WHO, 1947). Dalam UU No. 36/2009 
ditegaskan bahwa setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh 
akses atas sumber daya di bidang kesehatan dan memperoleh pelayanan kesehatan 
yang aman, bermutu dan terjangkau. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) 
merupakan lembaga yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan 
sosial di Indonesia (Dinkes, 2004). BPJS kesehatan bertanggung jawab untuk 
menyelenggarakan program jaminan kesehatan, dimana salah satu tugas dari BPJS 
kesehatan adalah memberikan informasi mengenai penyelenggaraan program 
jaminan sosial kepada peserta dan masyarakat yang sudah dimulai sejak 1 Januari 
2014 (BPJS Kesehatan, 2011). Saat ini jumlah peserta BPJS kesehatan di 
Indonesia baru mencapai 82%. Ini menandakan bahwa sosialisasi BPJS kesehatan 
belum terlaksana dengan baik karna target BPJS kesehatan yaitu seluruh rakyat 
indonesia menjadi peserta BPJS kesehatan pada tanggal 1 Januari 2019. 
Penyebaran informasi tentang program jaminan kesehatan melalui cara 
sosialisasi yang tepat, cermat dan akurat adalah tugas yang harus dilakukan oleh 
BPJS kesehatan agar program ini dapat dipahami oleh seluruh masyarakat dengan 
baik (Agustina dkk, 2018). Kebijakan pemerintah tentang JKN dan BPJS 
kesehatan perlu diketahui dan dipahami oleh seluruh masyarakat Indonesia. Perlu 
dilakukan sosialisasi kepada semua pihak yang berwenang dan masyarakat 
(Kemenkes, 2013). Menurut  Mc-Shane dkk  (2008), menyatakan penyebarluasan 
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informasi merupakan salah satu aktifitas komunikasi yang bertujuan untuk 
menciptakan perubahan pengetahuan, sikap mental, dan perilaku sasaran terhadap 
inovasi yang ditawarkan. 
Sistem JKN mengembangkan konsep pelayanan berjenjang dengan fasilitas 
kesehatan tingkat pertama meliputi Puskesmas, Klinik Pratama atau yang setara, 
Praktek Dokter, Dokter Gigi dan Rumah Sakit kelas D atau yang setara sebagai 
Gatekeeper yang merupakan sistem pelayanan kesehatan di mana fasilitas 
kesehatan tingkat pertama yang berperan sebagai pemberi pelayanan kesehatan 
medik dan standar kompetensinya (Christasani dan Satibi, 2016). Puskesmas tidak 
hanya berfungsi dalam memberikan pelayanan kesehatan secara menyeluruh 
kepada masyarakat di wilayah kerjanya, tetapi juga berfungsi sebagai pusat 
pembangunan kesehatan masyarakat di wilayah kerjanya termasuk juga dalam hal 
sosialisasi program BPJS kesehatan (Hartono, 2010). Penelitian Leander (2015) 
mengemukakan sosialisasi cakupan pelayanan gigi dan mulut bagi peserta BPJS 
kesehatan di Puskesmas Rurukan Tomohon belum terlaksana dengan baik karena 
masyarakat banyak yang belum memahami dengan baik tentang perawatan 
pelayanan gigi yang di fasilitasi oleh BPJS kesehatan di fasilitas kesehatan tingkat 
pertama. Hal ini disebabkan karena kesehatan gigi dan mulut serta pelayanan gigi 
dan mulut dianggap belum terlalu penting bagi masyarakat. Menurut penelitian 
Agustina dkk (2018) menyatakan bahwa masih rendahnya sosialisasi yang 
dilakukan oleh BPJS kesehatan, menjadi faktor penghambat masyarakat dalam 
keikutsertaan sebagai peserta BPJS Mandiri. Sosialisasi yang telah dilaksanakan 
oleh BPJS kesehatan belum mampu dipahami seluruh lapisan masyarakat peserta 
BPJS kesehatan karena beragamnya latar belakang dari para peserta BPJS 
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kesehatan sehingga dalam pelaksanaan sosialisasi harus mempertimbangkan 
kualitas dan kuantitas serta materi sosialisasi yang mudah dipahami masyarakat 
luas (Agustina dkk, 2018).  
Salah satu cara sosialisasi program BPJS kesehatan di Faskes tingkat pertama 
yaitu melalui promosi kesehatan. Promosi kesehatan di puskesmas bertujuan 
untuk mendukung tercapainya tujuan pembangunan kesehatan nasional demi 
meningkatnya kualitas hidup sehat bagi setiap orang di wilayah kerja puskesmas 
(Hartono, 2010). Promosi kesehatan sendiri haruslah mencakup beberapa tahapan 
sehingga peserta akan paham akan materi yang akan disampaikan. Adapun 
tahapan tahapan tersebut adalah (1) tahap sensitisasi (2) tahap publikasi (3) tahap 
edukasi dan (4) tahap motivasi (Heri, 2014). Penelitian Nurhadi dan Kurniawan 
(2017) menyatakan bahwa perubahan pengetahuan, sikap maupun prilaku terjadi 
setelah dilakukannya sosialisasi kepada masyarakat dimana faktor penyampaian 
materi sangat berpengaruh dalam sosialisasi. 
Seseorang yang tahu akan haknya sebagai peserta BPJS kesehatan, akan 
memanfaatkan pelayanan kesehatan secara optimal. Pengetahuan adalah 
merupakan hasil “tahu” dan ini terjadi setelah orang mengadakan penginderaan 
terhadap suatu objek tertentu. Proses pengindraan tersebut tentunya melalui panca 
indra yang ada pada manusia. Panca indra pada manusia tediri dari penglihatan, 
penciuman, pendengaran, serta merasakan sesuatu melalui perabaan. Proses 
pengindraan sehingga menghasilkan sebuah pengetahuan sangat dipengaruhi oleh 
intensitas perhatian persepsi terhadap obyek (Notoatmodjo, 2012). Penelitian 
Kusuma dan Farid (2016) menyatakan penyebar luasan informasi program 
Jaminan Kesehatan Nasional menunjukkan peningkatan partisipasi masyarakat 
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peserta Jaminan Kesehatan Nasional di Kecamatan Lau dalam memanfaatkan 
program Jaminan Kesehatan Nasional oleh BPJS kesehatan Kabupaten Maros. 
Penelitian ini juga menunjukkan perubahan peningkatan pengetahuan, sikap dan 
tindakan masyarakat Kecamatan Lau berkaitan dari usaha yang dilakukan oleh 
petugas BPJS kesehatan yang bekerjasama dengan pihak Kecamatan Lau. Hal 
tersebut sejalan dengan teori respon kognitif oleh Aaker & Mayes (1985) yang 
menyatakan bahwa proses perubahan dan pengetahuan komunikan  menimbulkan 
perubahan perilaku penerima informasi. Penelitian Prakoso (2015) menunjukkan 
bahwa kurangnya komunikasi kesehatan dalam promosi kesehatan menyebabkan 
kesalahpahaman dalam pelaksanaan program BPJS kesehatan di mana terdapat 
peserta yang menggunakan layanan kesehatan lintas faskes yang seharusnya tidak 
diperbolehkan. 
Penelitian awal yang telah dilakukan oleh penulis di Puskesmas Bungus 
Teluk Kabung Kota Padang kepada 20 responden, hampir semua responden 
mengaku tidak paham bahkan tidak tahu akan haknya sebagai peserta BPJS 
kesehatan. Hal ini juga tak terlepas dari faktor pendidikan dimana lebih dari 
setengah responden hanya tamatan SD. Pihak puskesmas telah melaksanakan 
sosialisasi program BPJS kesehatan termasuk hak peserta BPJS kesehatan di 
lingkungan Puskesmas selama dua kali setahun dengan metode kelompok berupa 
ceramah kepada pasien Puskesmas Bungus Teluk Kabung. Tidak adanya tenaga 
khusus untuk program sosialisasi promosi kesehatan ini membuat sosialisasi tidak 
optimal. Kekurangan dalam promosi kesehatan di Puskesmas ini yaitu tidak 
digunakannya media yang menunjang dalam sosialisasi BPJS kesehatan saat 
menggunakan metode ceramah, sehingga sulit menyampaikan pesan untuk 
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mendapatkan pemahaman yang sama mengenai program BPJS kesehatan terutama 
hak peserta BPJS kesehatan. 
Peserta BPJS kesehatan di kota padang berjumlah 708.129 peserta, peserta 
BPJS kesehatan di puskesmas Kota Padang berjumlah 405.273 dan puskesmas 
Andalas menjadi peserta BPJS kesehatan terbanyak dengan jumlah 33.478 peserta 
(Dinkes, 2018).   
 Pemahaman dan pengetahuan peserta BPJS kesehatan memerlukan 
peningkatan kualitas sosialisasi tidak hanya dari pihak BPJS kesehatan, tapi juga 
dari fasilitas kesehatan tingkat pertama, dokter ataupun dokter gigi maupun tenaga 
medis lainnya. Mampu atau tidaknya peserta BPJS kesehatan memahami dan 
mengetahui haknya dapat menjadi tolak ukur untuk melihat efektivitas sosialisasi 
yang dilakukan untuk meningkatkan derajat kesehatan gigi dan mulut masyarakat 
sekitar. Berdasarkan uraian tersebut, peneliti tertarik melakukan penelitian ini 
untuk mengetahui hubungan sosialisasi program JKN terhadap pengetahuan hak 
peserta BPJS kesehatan di Puskesmas Kota Padang. 
        
1.2 Rumusan Masalah 
Apakah ada hubungan sosialisasi program JKN terhadap pengetahuan hak 
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1.3 Tujuan Penelitian 
1.3.1 Tujuan Umum 
Tujuan umum dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah ada 
hubungan sosialisasi program JKN terhadap pengetahuan hak peserta BPJS 
kesehatan di Puskesmas Kota Padang. 
1.3.2 Tujuan Khusus 
1. Untuk mengetahui gambaran sosialisasi program JKN di Puskesmas Kota 
Padang 
2. Untuk mengetahui gambaran pengetahuan hak peserta BPJS Kesehatan di 
Puskesmas Kota Padang 
3. Untuk mengetahui sosialisasi program JKN dan hubungannya terhadap 
pengetahuan hak peserta BPJS Kesehatan 
 
1.4 Manfaat Penelitian 
1.4.1. Bagi Puskesmas Kota Padang 
Sebagai bahan pertimbangan dan masukan bagi tenaga kesehatan di wilayah 
kerja Puskesmas di Kota Padang sebagai pemberi pelayanan kesehatan 
langsung berhubungan dengan pasien dalam melakukan sosialisasi program 
JKN terhadap pengetahuan hak peserta BPJS kesehatan di Puskesmas Kota 
Padang. 
1.4.2. Bagi Peneliti Lain 
Dapat digunakan sebagai referensi dan juga data dasar dalam melakukan 
penelitian lebih lanjut yang berkaitan dan berhubungan dengan topik 
permasalahan yang sama. 
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1.4.3. Bagi Peneliti 
Peneliti dapat memahami hubungan sosialisasi dari program JKN terhadap 
pengetahuan hak peserta BPJS kesehatan agar terselenggaranya pelayanan 
kesehatan yang lebih efektif. 
